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Tusi dan Struktur Organisasi Ditjen PSDKP

Tugas PSDKP

Menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di
bidang pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan
perikanan

%% Pengawasan Tata Ruang Laut & Operasi Kapal Pengawas
Dan Pesawat patroli
B Pengawasan Penangkapan

: « Pengelolaan Sarana dan
==~ lkan
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Pengawasan Budi Daya Penegakan Hukum di Sektor

g Pengawasan UPI dan Kelautan dan Perikanan

Distribusi Hasil Perikanan
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Daya Kelautan dan Perikanan
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Teuku Elvitrasyah Ardiansyah

Direktur Prasarana dan
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Direktur Penanganan
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Direktur Pengawasan Sumber
Daya Perikanan
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Tugas & Kewenangan Pengawasan SDKP v AR

Keberlanjutan sumber daya
ikan dan lingkungannya

Kesejahteraan pelaku usaha Peningkatan kontribusi
KP ekonomi untuk negara

Kepatuhan Pelaku usaha Kelautan dan perikanan

PENGAWASAN PENEGAKAN HUKUM SANKSI

Pencegahan & Pengawasan Kepatuhan Penyidikan dibidang kelautan dan Sanksi administrasi & pidana dibidang
pemanfaatan Sumber Daya Kelautan perikanan kelautan dan perikanan
dan Perikanan

= L, L, =

* UU 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan sebagaimana diubah dengan UU Nomor 45 Tahun 2009
* UU 6 thn 2023 tentang Penetapan PERPU no 2 tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi UU
* UU 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana telah diubah dengan UU No 1 Tahun 2014
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34 unit kapal pengawas PUSDAL 6 Pangkalan PSDKP
Pesawat Patroli ) P R

Kelaall ﬁﬁ 8rca 812 KP Orca 04 6 da n
KP O 05
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91 unit speedboat
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910 orang
Pengawas
perikanan

204 orang iy ; 568 orang % 261 orang
Pengawas RPRC Fo ik ., N kapal e’ J:s__..‘.;a"'.‘fi&_‘_.:ﬂ‘ Penyidik
= kelautan *¥ pengawas i & perikanan




SATWAS SDKP
MOROTAI

SATWAS SDKP
TERNATE

NAPOLEON 055 (SPEEDBOAT
PENGAWAS) 12 METER
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PROFIL STASIUN PSDKP AMBON

SATWAS SDKP
HALSEL

SPEEDBOAT
PENGAWAS 8m

SBT

SATWAS SDKP ‘ KAPAL PENGAWAS PERIKANAN HIU

——— = = [ e

NAPOLEON 051 (SPEEDBOAT
PENGAWAS) 12 METER
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Peran Pengawasan Dalam Kebijakan Ekonomi Biru

“PSDKP harus mampu menjaga dan mengawasi
kekayaan sumber daya kelautan dan perikanan”

EK©N8M fmu UNTUK
~ IND IA MAJU o

£}  MENJAGA LAUT, TOPANG KETAHANAN PANGAN, DAN MEMBANGUN BANGSA

KKP mengelola sektor kelautan dan Pengawasan

perikanan sejak 26 Oktober 1999, Kawasan Konservasi
Menjaga keberlanjutan sumber
dayanya untuk meningkatkan
kesejahteraan masyarakat

Bersama Kabinet Merah Putih, @
KKP siap berlayar bersama
Indonesia Maju, menuju :
Indonesia Emas 2045

Pemberantasan Pengawasan Budidaya Berbasis

illegal fishing dan kepatuhan Komoditas dan Kawasan
kapal perikanan

3 Pengawasan Himbauan terhadap kapal perikanan tidak
Métori Keloutanidan Rbrikansi- 2l MUPLAL, MABCAL G Ruang Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil membuang sampah di laut pada saat

i Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan

penerbitan SLO
o




Pemantauan dan Pengawasan fllegal Fishing

Memastikan seluruh WPP NRI bebas dari
kegiatan illegal fishing dan menjaga
ekosistem laut (kawasan konservasi serta
Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil)

/ Tingginya potensi kerugian
ll negara dari pelanggaran
bidang kelautan dan perikanan

PNBP sektor kelautan &
perikanan
@ Terganggunya keamanan dan
=’ kenyamanan berusaha serta
kelestarian SDKP

@ Kurang optimalnya penerimaan

& Degradasi ekosistem pesisir dan
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laut

Bk [F =

A

llegal Fishing & kepatuhan
kapal perikanan

Rumpon illegal

Penyelundupan BBL

Pengelolaan sedimentasi
laut

Pemanfaatan ruang laut

Alih Muat (Transhipment) di
laut

Pelanggaran daerah
penangkapan ikan

Operasi Pemberantasan
Illegal Fishing

Pengawasan hasil
sedimentasi laut

Operasi Bersama dan
patroli terkoordinasi




VMS Radar/AIS/RDF

Ground Station /
Radar Satelit

' Kapal Ikan

&8 VMS/AIS » Kapal Ikan ilegal
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Kapal Pengawas

Command
Center

UPT PSDKP

Kawasan
Konservasi
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KP. Orca 02, KP. Orca 03, KP. Baracuda 01, Zona 2 e Enit

A S ; | KP. Hiu Macan 01, KP. Hiu 17, KP. Hiu 03, KP. [Tt
Zona 5§ S /\ : i : 5

: ) KP. Orca 06, KP. brca 04, KP. Hiu Macan Tutul 01, KP.
P Hiu 15, KP. Paus 01

KP. Hiu 01, KP. Hiu 08
KP. Hiu 12, KP. Hiu 16
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KP. Orca 05, KP. Hiu Macan Tutul 02,
KP. Hiu Macan 03, KP. Hiu Macan 05,
KP. Hiu Macan 04

KP. Orca 01, KP. Baracuda 02, KP. Hiu 13, KP

~_ Hiu 02, KP. Hiu 05, KP. Hiu Macan 06, KP. Hiu
KP. Akar Bahar, KP. Hiu 10, 14

KP. Hiu 06, KP. Hiu 04, KP. Hiu 09, KP. Hiu 07




Hasil Pengawasan Illegal Fishing Tahun 2025
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Kapal illegal fishing

Rumpon illegal yang ditertibkan

w 9 5 Rumpon

-
137 kapal

119 Indonesia, 18 Asing
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119
Kapal

@ ° ——
8 1 4 5

. | Valuasi potensi Kerugian negara
Kapal Kapal Kapal Kapal - - yang dapat diselamatkan dari
' - Rumpon illegal yang di tertibkan
Valuasi potensi Kerugian negara yang

dapat diselamatkan dari Kapal illegal fishing yang di tangkap Rp. 77,6 Miliar
Rp. 1.92 Triliun

N\

Valuasi potensi kerugian negara yang
Diselamatkan dari hasil operasi kapal pengawas

Rp. 1.99 Triliun
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Pengawasan Sumber Daya Kelautan

©  kegawr

Memastikan tidak ada lagi pelanggaran
dibidang kelautan serta  menjamin
keberlanjutan pemanfaatan sumber daya (
kelautan Wl @

Pengawasan Kawasan
¢ Konservasi Perairan

Pengawasan Ruang Laut

Pengawasan Pemanfaatan
Ruang Laut

( Rusaknya sumber daya
’ &

%« kelautan akibat maraknya

pelanggaran di bidang KP . Pengawasan Pesisir dan
Pulau-Pulau Kecil

b E .\\-”
@ Kurang optimalnya penerimaan e T Pemeran  arang
PNBP sektor kelautan - Pengawasan Pencemaran

W  Perairan

Pemanfaatan, pengusahaan
¢ ruang laut pesisir, pulau-pulau
X kecil dan Kawasan konservasi S ‘
tidak terkelola dengan baik TR Pengawasan pulau-pulau

Konservasi e, kecil

ab
)4 Intelijen Keluatan
P-le ‘




Kementerian
Kelautan dan

Perikanan

1 Citra Satelit
Pengawasan Sumber Daya Kelautan L! Z - 2
melalui Citra Satelit dan AS ' £
Analisis Data
\’ < ’
Perizinan Perizinan Spasial
Dasar Berusaha

4

Kapal Pengawas
Ekspose Hasil
Pengawasan
5
Kawasan Konservasi Rekomendasi
oo < Sanksi
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Reklamasi R e



Kegiatan Pengawasan Sumber Daya Kelautan

Pengawasan Kepatuhan
Pelaku Usaha Kelautan

Pemeriksaan 2 4 7

Pelaku Usaha Kelautan

]2 ‘ Pemanfaatan Ruang Laut ﬁ Pengawasan ALSE
== 182 pelaku usaha 11 pelaku usaha
%ﬁ. Pulau-pulau Kecil @ Kawasan Konservasi

Za> 37 pelaku usaha —%» 8 pelaku usaha
"'Sa. Pengawasan Wisata Tirta @ Pengawasan Ekstrasi Garam
s> 3 pelaku usaha —%» 2 pelaku usaha

Pengawasan Reklamasi

—=» 4 pelaku usaha
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Pengawasan Pemanfaatan Pulau Kecil

Pelanggaran

di Kepulauan Riau

Memanfaatkan pulau kecil (Pulau
Citlim, Pulau Kapal Besar, Pulau
Kapal Kecil) tanpa izin (PKKPRL,
rekomendasi  dari MKP, izin
reklamasi)

Terindikasi menimbulkan kerusakan
ekosistem pesisir laut

Tindaklanjut

Penghentian sementara kegiatan
(disegel)

Direkomendasikan agar izin usaha
pertambangan dicabut
Menghentikan  seluruh  kegiatan
pertambangan

Direkomendasikan tidak dikeluarkan
izin pemanfaatan pulau kecil

Akan dilaksanakan rapat koordinasi
antar K/L terkait kegiatan tambang di
pulau kecil wilayah Kepri
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Memastikan tidak ada lagi pelanggaran A
sektor  perikanan serta  menjamin ’\\:& Pengawasan

. B i | Kementerian
Pengawasan Sumber Daya Perikanan A W) ke

keberlanjutan pemanfaatan sumber daya Penangkapan lkan (PNBP

perikanan. %ﬁ@awasan Usaha
Pembudidayaan Ikan

Dampak %‘ Pengawasan Usaha
N

w#  Pengangkutan dan
Pemasaran lkan

K timal . termasuk dalam Appendiks
urang optimainya penerimaan CITES

PNBP sektor perikanan Pengawasan penggunaan
- pakan dan obat ikan

Rusaknya sumber daya V.24 Pengawasan usaha
M perikanan akibat maraknya % pengolahan Ikan
. pelanggaran pemanfaatan
sumber daya perikanan Pengawasan Pemanfaatan Jenis
&Q Ikan yang Dilindungi dan

S

s Menurunnya ketersediaan dan @ Pengawasan peredaran Jenis SRS R / _ed
kualitas (mutu) pangan sektor lkan Invasif dan o I
. | d BBL Pengawasan Tambak Udang engawasan Fengolahan Ferikanan di
M perikanan < penyelendupan UPI
P-Je) Intelijen Perikanan
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Kementerian

Pengawasan Kapal Perikanan dalam Mendukung PIT &= =~ (%) fcaeran

w (! “l
“ ‘[ @ Before Fishing
,év ?

4
'Y
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_2) While Fishing

Pengawasan terhadap kapal perikanan

persyaratan ein) —
= administrasi dan dalam aktivitas penangkapan ikan di
rr— oo laut, dilakukan oleh Kapal Pengawas,
= gao oo l. )

HPKB

) P Pemeriksaan

i _ kelayakan teknis : .
o ] n o . airborne surveillance, pemantauan
V4 Post Landing (¥ i ‘ \_ kapal perikanan. tracking VMS oleh PUSDAL/Command
r Pengawasan kesesuaian ) ‘ ‘ Centre/RMC.
tujuan dan 000 ‘\ \ /
ketertelusuran

komoditas perikanan. !
O )

Pelabuhan Perikanan 4

.;;“ —  —————— _r
£ S\ — = -

.\u
@ After Fishing RLk‘f,'n:,']

Bongkar

Pemeriksaan kapal pada saat kedatangan terhadap
penerapan rekom bongkar dan HPK Kedatangan serta —
&, kesesuaian ikan yang didaratkan dengan API/ABPI,

DPI, serta jenis ikan yang diatur ketentuannya.
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Pengawasan Kepatuhan Pelaku Usaha Perikanan - P

::ggl’(auwl?::aaKlf:r?It:::: ‘ Sinergi Penggagalan Penyelundupan BBL

Kerja sama dengan Aparat Penegak Hukum telah menggagalkan
2 0 5 penyelundupan di 13 Lokasi
Pemeriksaan (PMO 7/24, 2024)

Pelaku Usaha Perikanan N

( -
NtEs Penangkapan Ikan Jenis Ikan Dilindungi ' ; T v : - /\\ .;
' 15 pelaku usaha 26 pelaku usaha 2 i 3 Ky . LY
O R ( s -«
E Perikanan Budi Daya @ Usaha Pengolahan ' H *\‘J _ &) / 77
75 pelaku usaha P 89 pelaku usaha e/ = \ ;B
i ¥/ . - N Ve e 3

Hasil Pengawasan Perdagangan ]
Telur Penyu I

PENANGKAPAN PELAKU PENYE

» Perdagangan Telur Penyu lllegal ke Luar > TE'—“" ‘"Y“
Negri

Qgg Jumlah BBL yang diselamatkan
6,44 juta Ekor BBL

B Nilai BBL yang diselamatkan

I8 Rp. 849 miliar )

* Nilai kerugian yang diselamatkan:
Rp.29.250.000

« Telur penyu tersebut masuk dalam Kategdws
CITES yang dilarang diperdagangkan




Penanganan Pelanggaran
Sektor Kelautan dan Perikanan

Kementerian
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Jenis Pelanggaran

Memastikan penyelesaian penanganan
pelanggaran sektor kelautan dan perikanan
secara efektif

Tidak adanya kepastian hukum (Pidana/Sanksi Administratif)
Menurunnya kepercayaan publik terhadap penegakan hukum

sektor kelautan dan perikanan
. Terjadinya konflik sosial

13

£
(}

lllegal Fishing

Destructive Fishing

Alat Tangkap

SEBARAN KASUS PENANGANAN PELANGGARAN BIDANG KELAUTAN DAN
Kegiatan PERIKANAN

Fishing Ground

m Penanganan Tindak Pidana Kelautan \gpruo ] 1o
d k T ‘ 8 2 s > Kasus SPKP
an Per' anan — 4 Tarakan ¢ Tz 2l @
[} anuna
Penanganan Sanksi Q_e,fm 8 9
Administratif Kelautan dan Perikanan TR ! mtl‘u'ng ‘“2 = Ruang Laut
atam l. Pontianak
- Sinergitas Aparat Penegak Hukum Bidang X TPk \ o
h Kelautan dan Perikanan 2 ‘ Reklamasi
.' Ambon.._

Peningkatan Kapasitas SDM Penegak o~ .'n : J. RN .

% Hukum/Supervisi Bidang Kelautan dan i ER T - | o g 5 - @ Pemanfaatan
= | : 4 8 10
Perikanan e 7 — . PPPK
Jakarta X 2 7,
Sam | : , - . Pencemaran
EE% Pengelolaan dan Analisis Datin e - s -
Benoa “

I @\ Penanganan Pelanggaran serta SRS 7 s, Kerusakan ekosistem

Datin Intelijen TPKP paminsatt e % laut
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Penanganan Pelanggaran sektor KP Tahun 2025 W) (e

Perikanan

Penanganan Sanksi Administratif

Penanganan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan

k

Sanksi

o) Penyidikan Banding 1.818 Operasi | SPKP
SP1 894 113 538

N kasus M

SP3 1 -
Peninjauan
. Paksaan
Pemerintah 2 11

Denda 61

0
1
0
69 67
3 | Jumian | 966 | 195 | 626

13000

Proses

<

TOTAL 1.787

|ii‘| |i%i|\|i%‘| |i%‘|

Sidang

* Data per 31 Agustus 2025
** SDK = Sumber Daya Kelautan
*** SDP = Sumber Daya Perikanan
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Sinergi Pengawasan Berbasis Masyarakat (POKMASWAS)

W Kementerian
%{'ﬁ Kelautan dan
%J
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Pokmaswas berperan sebagai
mitra pemerintah dalam
pelaksanaan pengawasan
perikanan

(@]
Q INFORMASI

PEMANTAUAN

PELAPORAN

'@ KERJASAMA
o)

Pokmaswas dan Sistem
Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Kapal Pengawas

Pesawat Pengawas

Kelompok . & 2
Masyarakat Teknologi 6

VMS, AIS, Satelit

 Pengawas Informasi -
~ (Pokmaswas) oy &~ %

“1.345 Kelompok Pokmaswas Aktif sampai dengan Tahun 2025”




Transformasi Pengawasan SDKP

™

Kementerian
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2022 - 2024>

Integrated Surveillance
System

2025 - 2029>

2030 - 2034>

1. Pengawasan dengan
mengintegrasikan operasi
kapal pengawas,
pesawat patroli,
command centre, pusdal
psdkp, RMC, data
intelijen

2. Integrasi data perizinan
kelautan dan perikanan
dengan hasil
pengawasan (Aplikasi
SIP)

3. Penguatan pengawasan
a. Kapal Pengawas: 4 unit
b. SDM Pengawasan: 100

orang
c. Kelembagaan
Pengawasan : 10 lokasi

. Digitalisasi seluruh obyek

pengawasan kelautan dan
perikanan

. Intelijen pengawasan

sumber daya kelautan dan
perikanan

. Sistem Pengawasan Maritim

(Broadband, Nano Satelit,
Sistem Pengawasan SDK
dengan ROV)

. Pengawasan berbasis

Internet of Thing (loT):
a. Electronic Document
b. Forensic Document
c. Big Data analytic
d. Machine Learning

. Penguatan pengawasan

a. Kapal Pengawas: 10
unit

b. RMC: 14 unit

c. SDM Pengawasan: 700
orang

2035 - 2039>

2040 - 2045>

Smart Surveillance System

Data protection

= 1 5
‘ ((E)) u L ’JE
Sensor safware Big Data Hardware
e == w Platform sharing
e mttg
Aplikasi R B

4
=l s

Data governance

Pengawas Perikanan Polsus PWP3K PPNS Perlkanan Pokmaswas Kapal pengawas Airbarne Surveilance

Machine learning, artificial intelligence,
cloud cormputing, Block chans
Decisian support system

Kerja sama dengan KL

Pengawasan Kelautan dan Perikanan

—_
(S ]

B

Kapal Pengawas

— e

/{:i:l Drone

Penguatan Pengawasan

RS

= SDM Pengawasan

Satelite

s
%@J% Kelembagaan

Pengawasan




Sneedboat
Pengawas

Nano Satelit
Kapal Perikanan
ilegal

v" VHF Exchange System (VDES)

v Scanning Permukan Bumi
v Deteksi Radio Frekuensi

P
S

Kapal Perikanan
VMS/AIS

o)
g
(V]
S =
°§
o s
C
-]

Kawasan
Konservasi

Jf :

Sensor dengan
RDF

// :

Kapal
Pengawas
€

MAND CENTER
Kawésan
Budi Daya

(pusat pemantauan dan
pengawasan dengan Al)

POKMASWAS

_\?

j/, Suunun—
LRRRRRRE.
LTSI Y

illance System

mawn " : PN AP fﬂﬂ!‘b
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Smart Surve
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Il “Pengawasan sumber daya kelautan dan
perikanan adalah pilar utama menjaga
keberlanjutan. Dengan komitmen, sinergi, dan
Inovasi, laut Indonesia akan tetap sehat, produktif,
dan lestari.”
I
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